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ABSTRACT


Research on street children dilaksanankan on the field and in the municipal police in the city of Samarinda LPA ​​( child protection agency ) , and NGO Insan Insan Borneo . The purpose of this research is to know about the condition , the problems facing street children and the constraints that dihadapu by Samarinda City Government to implement the Local Regulation . 16 Year 2002 on Street Children , especially to meet the kesejahteraanya as a child .
The research method that I use is normative juridical method which is a form of research that basically took the sources of collecting data and studying the books in the library that there kaitanya the researchers, and research Juridical Empires is a form of research on suaru basically take the sources through field research with government agencies related to child Countermeasures terlantur . Data collection techniques using primary data collection and secondary data . And the results of a survey conducted on the streets to meet the child who addressed the rights and obligations of data about 188 children were scouted from the NGO that the top of the Regional Regulation 16 of 2002 affect the provisions of partially defined peace and public order .
I. Pendahuluan

Anak  merupakan regenerasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut  Serta dalam pembangunan Negara dan bangsa. Anak merupakan subjek dan objek  pembangunan nasional dalam usaha mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materil. Anak adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Seorang anak tidak atau belum mempunyai kemampuan sendiri untuk melengkapi dirinya untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak yang independen seringkali disalahgunakan baik secara legal maupun illegal dan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu sehingga setiap kali kita membicarakan tentang manusia kita juga menganggap telah membicarakan tetntang anak. Padahal anak itu memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa.

Berbagai macam penelantaran anak dan penyalahgunaan seorang anak makin meningkat di Indonesia khususnya didaerah samarinda, baik menurut laporan resmi maupuun tidak resmi. Tetapi respon positif yang menuju penanggulangan bersama baik oleh pihak swasta maupun pemerintah masih kurang dirasakan dimana keadaan ini belum diketahui secara pasti oleh karena itu maka saya mengangkat judul tersebut dan juga penelitian mengenai masalah ini belum ada

Malahan dalam RUU peradilan anak tadinya ada rancana untuk mengatur Hukum anak pada umumnya mulai dari sidang anak nakal, sidang pengangkatan anak, sidang anak terlantar dan sidang anak sipil. Akan tetapi ini kemudian kandas di DPR sehingga  kemudian berubah menjadi Undang-undang pengadilan anak, yang hanya mengatur tentang sidang anak nakal saja, ini sangat disayangkan karena apa yang hendak diatur dalam RUU peradilan anak itu dalam kenyataannya masih hidup di tengah- tengah masyarakat kita

Kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran  terhadap peraturan daerah oleh anak dibawah umur atau remaja atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dana penangannya. Khusus dibidang hukum pidana (anak) beserta hukum  acaranya, dimana hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak usia dibawah umur. Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa menyebabkan anak dalam keadaan terlantar atau terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur berupa ancaman atau pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat bahkan ada kecendrungan terjadinya penyalahgunaan anak bagi kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri atau pembinanya

Anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan, dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, Anak jalanan didefinisikan sebagai orang-orang atau anak manusia dengan batasan umur 19 tahun kebawah yang melakukan aktifitasnya di samping-samping jalan dan atau di jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk melakukan pengemisan dijalan dengan meminta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini anak jalanan jelas dipandang sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan suatu metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua.

II. Permasalahan

Penelitian ini difokuskan pada kepada instansi yang memiliki wewenang penuh terhadap penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan, yang inflementasi Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 yang berkaitan dengan dengan anak jalanan.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang merupakan suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya mengambil sumber-sumber dari mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitanya tersebut dalam penelitia, dan penelitian Yuridis Empires merupakan suaru bentuk penelitian yang pada dasarnya mengambil sumber-sumber  melalui penelitian lapangan dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan Penanggulangan anak terlantur. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Dan hasil dari survey yang dilakukan dijalanan anak yang ditanggulangi untuk memenuhi hak dan kewajibannya sekitar 188 anak  data yang dibina dari LSM bahwa atas dari Peraturan Daerah 16 Tahun 2002 mempengaruhi atas ketentuan sebagian diartikan ketentraman dan ketertiban umum.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan tersebut. Kondisi ini jelas terlihat dari ketimpangan pembangunan wilayah khususnya daerah perkotaan dan pedesaan. Munculnya pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian di daerah perkotaan membawa pengaruh pada semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola penghidupan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi masyarakat itu sendiri.

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu/ miskin yang terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang dihadapi oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika mereka terpaksa atau dipaksa oleh keluarga ataupun keadaan untuk kejalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena anak jalanan khususnya di daerah perkotaan merupakan suatu masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata jalannya roda pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya.

Anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan, dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, Anak jalanan didefinisikan sebagai orang-orang atau anak manusia dengan batasan umur 19 tahun kebawah yang melakukan aktifitasnya di samping-samping jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini anak jalanan jelas dipandang sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan suatu metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua stakeholders.
Konsep anak jalanan sebagaimana dimuat dalam perda tersebut juga dapat kita identifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Mulandar (1996: 112) memberikan empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan :

1. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.

2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD)..

3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa   diantaranya tidak jelas keluarganya)..

4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaanya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam Suyanto (2002: 41) membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut : Pertama, Children On The Street; yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya. Kedua, Children Of The Street; yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah. Ketiga, Children From Families Of The Street ; yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

Keberadaan anak jalanan diperkotaan pada akhirnya akan problem pemerintah kota ketika hal tersebut dihadapkan pada penghapusan pekerja anak dan segala aktivitas yang dapat mengganggu pertumbuhan anak sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi ILO No. 138 dengan UU. No 20/1999 tentang batas usia minimum anak diperbolehkan kerja, serta konvensi ILO 182 dengan UU.No. 1/2000 tentang penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak. Motif ekonomi yang menjadi salah satu alasan mengapa anak harus kejalanan jelas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pekerja anak itu sendiri. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani keberadaan anak jalanan akan menjadi kunci dalam upaya membatasi atau bahkan menghapuskan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa.

Terdapat berbagai tipe model kebijakan yang biasa digunakan pengambil kebijakan dalam mengatasi suatu permasalahan publik. Dunn (2000: 231-241) melihat bahwa model kebijakan (Policy models) merupakan representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah (masses) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Beberapa model kebijakan yang biasa digunakan ; model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural dan model sebagai pengganti dan perspektif.

Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam usaha mengatasi anak jalanan diperkotaan dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur yang terkait baik instansi pemerintah, International Labour Organization (ILO) maupun organisasi kemasyarakatan non pemerintah (NGO) yang fokus dalam upaya pendampingan dan perlindungan pekerja anak. Sementara itu Twikromo (1999: 247) melihat bahwa setidaknya ada dua pendekatan yang lazim digunakan dalam menanggulangi masalah anak jalanan yaitu: Pertama, Penanggulangan preventif. Biasanya dibawa kesituasi formal, cara semacam ini cenderung dilaksanakan di dalam kelas dengan jumlah peserta yang cukup besar, seperti situasi formal yang mana bimbingan, latihan dan pendekatan bias diselenggarakan secara individual di jalanjalan, dan Kedua, Penanggulangan represif. Dilakukan secara terorganisir dan instansi pemerintah untuk mengurangi atau mencegah meluasnya pengaruh masalah anak jalanan seperti razia. Upaya penanggulangan secara respresif biasanya dilaksanakan oleh pemerintah kota ketika melihat aktifitas anak jalanan telah mengganggu ketertiban umum/ perkotaan.

Pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengurai persoalan anak jalanan diperkotaan tentunya memerlukan perhatian pemerintah kota dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkotaan itu sendiri tanpa harus mengorbankan aspek pembangunan lainnya. Carl J. Friedrich dalam Soenarko (2005: 42) melihat bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan.

Kebijakan pemerintah kota dalam menangani anak jalanan selaras dengan amanat Pasal 55 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang meliputi:

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dan

4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh Menteri sosial.

Upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan anak jalanan di Kota Samarinda sebagaimana amanat Perda No 16 Tahun 2002 dan memberikan Perlindungan secara maksimal kepada anak bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota semata, akan tetapi akan melibatkan semua stakeholders yang ada. Kondisi jelas menjadi penting karena pertumbuhan pembentukan anak jalanan tidak hanya didominasi oleh suatu faktor saja, akan tetapi terdapat tiga aspek yang berperan dalam pembentukan anak jalanan : Pertama, lingkungan sosial yang meliputi ; lingkungan keluarga (orang tua saudara kandung), teman sekerja, lingkungan sekolah, dan hubungan dengan masyarakat. Kedua, lingkungan budaya ; kebanyakan keluarga anak jalanan adalah keluarga lapisan bawah yang tinggalnya di daerah kumuh, bagi mereka yang masih tinggal dengan orang tua mendapatkan dorongan untuk berjualan sehingga mereka dapat membantu keadaan ekonomi sehari-hari. Ketiga, aspek pribadi meliputi ; motivasi mereka menjadi anak jalanan, bentuk kehidupan yang mereka jalani, harapan dan kekecewaan, aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar penanganan anak jalanan di Kota Samarinda perlu untuk di implementasikan oleh semua stakeholders. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Persoalan anak jalanan sebagai suatu masalah perkotaan yang muncul dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan jelas tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini terkait dengan posisi anak jalanan yang seyogyanya mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah justru menjadi suatu permasalahan klasik yang harus dihadapi pemerintah Kota Samarinda. Arah kebijakan maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani anak jalanan di kota ini menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalam topic penelitian ilmiah. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Samarinda sebagai Ibukota Kalimantan Timur merupakan daerah dengan income perkapita yang relatif cukup tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada tentang anak jalanan dan berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam membatasi atau bahkan menghapuskan anak jalanan diperkotaan khususnya di Kota Samarinda, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah penelitian: Bagaimana pola pendekatan pemerintah kota dalam mengatasi anak jalanan di Kota Samarinda.

Data-data dan temuan penelitian dirumuskan menjadi suatu laporan hasil penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dimana data-data yang diperoleh selanjutnya akan di interpretasikan atau ditafsirkan secara logis dan komprehensif sehingga akan memberikan suatu gambaran yang menyeluruh tentang pendekatan pemerintah kota dalam mengatasi anak jalanan di Samarinda khususnya pada implementasi dari Perda No 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban pekerja Anak Jalanan Wilayah Kota Samarinda.

Kehidupan anak jalanan dengan berbagai karakteristiknya menjadi ciri khas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Image negatif yang selama ini melekat pada anak jalanan menjadi fokus perhatian dari semua pihak yang konsen terhadap upaya pengembangan dan pembinaan anak jalanan tersebut. Lingkungan kerja / pergaulan anak jalanan yang jauh dari keluarga dan senantiasa berhadapan dengan kerasnya hidup membuat mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lingkungannya. Kondisi tersebut juga menjadi suatu pemandangan sehari-hari tentang anak jalanan di Kota Samarinda. Sebaran anak jalanan yang ada di Kota Samarinda (tepian) tersentralisasi di pusat-pusat perkotaan seperti: Perempatan lampu merah di jantung kota (Perempatan Jenderal Ahmad Yani Merak Cenderawasih, Perempatan Mall Lembuswana, Pertigaan Kusuma bangsa, Perempatan Juanda dan Perempatan Agus Salim), pusat-pusat perbelanjaan tradisional (pasar pagi, pasar segiri, pasar merdeka, pasar kedondong), tempat-tempat ibadah (depan mesjid raya, islamic center).

Rutinitas anak jalanan ditempat-tempat umum tersebut bermotif  ekonomi. Mereka turun kejalanan demi mendapatkan penghasilan ekonomi atau bahkan sekedar belas kasihan dari pengguna tempat-tempat umum tersebut dengan sumbangan ala kadarnya. Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian dari para pengguna fasilitas umum tersebut seperti; penjual koran, pedagang asongan, tukang semir sepatu, pengamen, guide pengemis tua, dan bahkan mengemis yang dilakukan secara langsung. Hal ini dimaksudkan bahwa dari cara bekerja dijalanan dapat diidentifikasikan berdasarkan asal mereka yakni: yang berasal dari Madura, Jawa, Buton dan Sulawesi (suku pendatang) pada umumnya bekerja dijalanan sebagai pengemis, guide pengemis tua dan pengamen , sementara untuk mereka yang penduduk lahir dan berdomisili di Samarinda dengan keluarganya (Banjar) biasanya bekerja sebagai penjual koran, pedagang asongan dan tukang semir sepatu.(Hasil wawancara 23 April 2013 dipinggir jalanan).

Profesi sebagai anak jalanan yang disandang oleh anak-anak ini menjadi suatu beban psikologis yang harus dihadapi, apalagi dalam posisi mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. Berbagai kemungkinan untuk mendapatkan perlakuan kasar, penyiksaan atau pelecehan seksual menjadi suatu masalah klasik yang sewaktu-waktu dapat menimpa anak jalanan ini. Untuk Kota Samarinda pemunculan anak jalanan diluar alasan ekonomi keluarga ternyata juga ditemukan beberapa fakta menarik dimana anak jalanan yang ada ternyata memiliki suatu organisasi yang dikordinir oleh seorang kordinator. : Terdapat beberapa kasus yang ditemui ketika hasil razia menemukan/ menangkap anak jalanan yang sering ternyata mereka tidak berjalan sendiri-sendiri atau dengan alasan ekonomi keluarga belaka (kemiskinan). Akan tetapi terdapat beberapa anak jalanan yang akan diuruskan/ditanggung oleh koordinator mereka ketika harus berurusan dengan pihak berwajib dan pada kesempatan lain terdapat indikasi bahwa terdapat anak jalanan yang merupakan korban penjualan manusia yang di pekerjakan di jalanan.

Data mengenai jumlah anak jalanan di Kota Samarinda masih belum seragam. Hal ini disebabkan karena anak jalanan sebagai suatu permasalahan perkotaan kedatangannya sangat sulit untuk diprediksi melalui suatu angka mutlak. Persoalan pendataan jumlah anak jalanan disebabkan oleh latar belakang dan proses munculnya anak jalanan tersebut. 

Jumlah anak jalanan yang menjadi binaan dari lembaga swadaya masyarakat merupakan fakta nyata yang harus diterima oleh pemerintah Kota Samarinda ditengah upaya pemerintah mengurangi / membatasi dan bahkan menghapuskan anak jalanan di Kota Samarinda sebagaimana diamanatkan undang-undang perlindungan anak. Anak jalanan yang dibina oleh dengan lembaga swadaya masyarakat bertempat tinggal merata di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Sementara itu tingkat pendidikan anak jalanan yang ada di Kota Samarinda rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan bahkan terdapat beberapa diantara mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal karena keuangan keluarga.

Adapun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengatas namakan Insan Borneo mereka sering melakukan binaan sejenis mengajari anak-anak jalanan Mengaji, Menghitung, dan Bahasa Indonesia diarea depan Islamic Center dimulai dari Pukul 16:00 Wita s/d 18:00 Wita Setiap Hari secara lesehan dan pengajarnya pun relawan Mahasiswa/Mahasiswi yang aktif melakukan perkuliahan disamarinda pergerakan mereka didasari dari hati nurani. 

Pada saat mewawancara  anak jalanan didaerah perempatan air putih sebut saja namanya emen berusia 8 (Delapan) Tahun anak tersebut adalah pengamen cilik yang dipersimpangan empat air putih emen mengaku dia masih sekolah SD kelas 2 (dua) didaerah seberang yang tidak mau disebutkan nama SD tersebut dia melakukan ngamen dipinggir jalan simpang empat air putih katanya ingin membantu orang tuanya yang lagi sakit sempatpun saya menanyakan kepada siemen “ibu kamu kerja apa dek” lalu  emen jawab ibu tukang cuci  dan saya Tanya kembali “kalau bapak kamu dek kerja apa” dia menjawab bapak udah lama hilang dari rumah ndak pernah ketemu sama bapaknya mulai dari kecil begitu kata si emen, makanya emen melakukan ngamen dipinggir jalan karena ingin membantu ibunya yang hanya tukang cuci sempatpun saya bertanya kepadanya “kamu kesini naik apa dek” numpang mobil pick up yang biasa berhenti di lampu merah kadangpun emen biasa jalan kaki mulai dari seberang sampai bertemu Lampu merah untuk mencari tumpangan supaya sampai tujuan kadangpun emen ngamen tidak ngamen di area simpang empat air putih saja dia kadang ngamen di area perempatan lembuswana sempat pun saya berpikir apakah sekolahnya tidak terganggu.

V. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian dan masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis kemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut  :

1. Upaya Pemerintah untuk mengatasi keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda dilaksanakan melalui beberapa tahapan pendekatan. Adanya peraturan daerah dan pendekatan kebijakan mulai dari tahap identifikasi sampai penanganan masalah anak jalanan terutama pendidikan dan kesejahteraanya secara serius
2. Untuk membuka perhatian pemerintah daerah pada umumnya, pemerintah kota Samarinda pada khususnya dan Aparat Penegak Hukum agar lebih memperhatikan anak – anak yang memerlukan kesejahteraannya untuk menuntut ilmu wajib belajar 12 (dua belas)  tahun mengingat perkembangan jiwa dan psikis anak sebagai penerus bangsa indonesia.

3. Pola pendekatan yang dilaksanakan terhadap anak jalanan berupa pendekatanpersuasif melalui mekanisme pengembangan kemampuan diri dan pendekatan preventif yakni dengan melaksanakan razia anak jalanan sebagai upaya langsung dalam mengurangi atau bahkan menghapuskan keberadaan anak jalanan.

4. Upaya pemerintahan dalam untuk melindungi anak jalanan memenuhi hak dan kewajibannya  sangat serius dalam menanggapinya karenan anak adalah dianggap sebagai aset yang tidak dapat dibeli dengan matei apapun.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda meliputi faktor lingkungan sosial, budaya masyarakat dan migrasi masyarakat dari suatu daerah dengan tujuan akhir Kota Samarinda.

A. Saran

1. Menindak tegas kepada orang-orang yang memperkerjakan anak dibawah umur sebagai pengemis jalanan khususnya di pinggir-pinggir jalan kota Samarinda  dengan memberikan sanksi yang berat. Karena telah diketahui anak adalah penerus bangsa dan mereka menginginakan Kesejateraaannya.

2. Untuk  memberikan masukan kepada legislatif dan yudikatif untuk membuat Undang-undang yang mengatur masalah kesejahteraan  anak untuk menuntut ilmu , terutama yang berkaitan dengan pengeksploitasian anak sebagai anak jalan baik dipekerjakan maupun yang tidak dipekerjakan.
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